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PENGESAHAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 03/SATKER-03/SK/TP-KPA/II/2021
TENTANG

PENGESAHAN PENERIMA CORN SHELLER KEGIATAN PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN
TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Menimbang © a. bahwa penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan
salah satu kegiatan strategis dalam mendukung peningkatan
produksi padi, jagung, dan kedelai menuju swasembada pangan
yang berkelanjutan;

b. bahwa penggunaan sarana pascapanen sangat diperlukan
sebagai upaya mengamankan produksi (menurunkan susut hasil)
dan sekaligus meningkatkan mutu hasil;

c. bahwa Poktan/Gapoktan/UPJA yang ditetapkan dalam keputusan
ini, dipandang tepat dan layak untuk menerima dan mampu untuk
mengelola serta memanfaatkan bantuan sarana tersebut.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b,
¢ maka perlu disahkan dengan Pengesahan Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah TA. 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478):

2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah. (LN Tahun
1958 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622):



10.
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4816);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indinesia Nomor 5106),

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertanian;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang e-Purchasing.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan
Barang Milik Negara,;




Memperhatikan :
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan
Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya

Tanaman;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor_
19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi
Keuangan Kementerian Pertanian,;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor : 44/Permentan/OT.140/10 2009
tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian
Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Paratices),

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung
Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2021, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Surat Pengesahan DIPA TA. 2020 Nomor : SP DIPA-
018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020:

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas
Taqaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021:



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor
188.44/661/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang
Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun
Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
065/Sekret-125/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang
Penunjukan dan Penetapan Pengelola Anggaran Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 pada
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah,

5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Panen
Tanaman Pangan Tahun 2020, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.

5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin
Barat, Barito Utara, Pulang Pisau dan Barito Timur tentang
Penetapan Kelompoktani/Gapoktan Penerima Corn Sheller
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Penerima Sarana Pasca Panen Jagung “Corn Sheller’
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas
Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
pada lampiran keputusan ini;

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan bantuan
tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan
Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):



KETIGA . Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Satqan
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA
018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020;

KEEMPAT - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui :
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Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Pertanian
Up. 1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta

3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta

4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah :
Up. 1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalteng di Palangka Raya
Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
5. Masing-masing bersangkutan
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